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RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah atas pelaksanaan
Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak -
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Tempat
Pemakaman Umum (TPU) dan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banggai Nomor 5 Tahun 1988 tentang
Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Banggai perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk.Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat.
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Mengingat

. Undang - wundang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan  Daerah - daerah Tingkat Il di Sulawesi
( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3848 ) ;

4, Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 lentang Perubahan
Alas Undang - undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

G

fPoraturan  Pemerintah - Nomor 9 tahun 1987 lentang
Penyediaan  Dan - Penggunaan  Tanah — Untuk Keperluan
Tempal Pemakaman (- Lembaran Negara  Tahun ﬁ‘?
~ Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33‘5‘&‘&

Vpnaat dengan Camscanney



7. Peraturan Pemerint

Daerah ( Ler ‘ o] T
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;

8. Pe'raturén Déerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 200
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran
- Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13 ). R

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG?

MEMUTUSKAN : |
wienetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENﬁkNG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT =
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BAB | ‘
KETENTUAN UMUM '

Pasal 1
Dalam Peraiuran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai. '
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerdh beserta Perangkat Daerah
Olonom Yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.,

Bupali adalah Bupati Banggai.

4. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Kota Kabupaten Banggai.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan

Legislatif Daerah. :

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,persekutuan,perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis,

lembaga,dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.

8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk
keperluan pemakaman Mayat vang dimiliki dan dikelola oleh
Pemerintah ‘Daerah. S

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan' atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentinqran
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Sural Ketelapan Relribusi Daerah, yang dapat disingkat SKR )
kelelapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Ret'rlpusr,. <
3. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang dapat disingkat o
adalah sural yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek

relribusi dan wajib  Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran
relribusi yang lerutang menurul peraturan perundang -undangan':"yg_r?g
berlaku. . .
4. Sural Keletapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
" dapat disingkat. SKRDKBT, adalah sural ketetapan yang menentjuke;m
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. T
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adal";lh ‘surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa

bunga dan / atau denda. ' L;;'f'-l: |'1
it 141

e BAB I : 'z?;hl@ﬁ |
NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI }“i% 7

Pasal 2 Lo

Jengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman mayat dipungut retrﬂbUsi

sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang dikelola’ oleh
“emerintah Daerah. , e

Pasal 3 ' Rl
(1) Obyek retribusi meliputi pelayanan : i
a. Pemakaman mayat dan pekerjaan lainya yang berkaitan denganiklii,b‘br-an
yang tercantum pada Pasal 8 ; , | w2
b. Sewa angkutan mayat dengan mobil jenazah. L
(2) Tidak termasuk obyek.retribusi adalah : ; ’
a. Pemakaman mayat massal ;

“b. P'emakaman mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah t!idé"'ki'ada :
pihak yang bertanggung jawab. L

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang priba
pelayanan jasa pemakaman mayat.

di atau badan yang menggunakan fasilitas-
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: Pasal 6 _'h{gg‘qaf 3
Tingkat pe'Jf‘ggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat yang dimékﬁarjn’_iéan, e
luas tanah makam dan jenis pekerjaan lainnya diatas makam serta jarak
pengantaran mayat.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasé umum didasarkan

pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melipuli
biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VI .
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan :
a. Pemakaman Islam, Krislen, Budha dan Hindu ;
b. Pemakaman Cina.
¢c. Pemakaian mobil jenazah.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diletapkan
sebagai berikut -

A Pemakaman Islant, Kristen, Budha dan Hindu -

1 Pemakaman mayal dewasa ... ... Rp, 25.000,-/Makam
5 Pemakaman mayal anK-ANaKL. .o Rp. 17.500,-/Makam

(15 tahun kebawah) i
3. Menembok MAKAIM ..o et i i
Memagéar makanm......... - AR LRSI i i T
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kaman | mayat dewasa

Pemakaman 5 i s

(15 tahun kebawahy T
3. Menembok makam ... ... Rp. 40.000,-/Makam
4. Memagar makam...................... " Rp. 30‘_000:-/Mfa»kém'
5. Mengatap makam........................... Rp. 20.000,-/Makam .
6. Memasang batu kuri makam............... Rp. 15.000,-/Makam
ERARAGMIAS MAKAM v ses e Rp. 25.000,-/Makam
8. Memasang Tanda Pengenal.................... .. Rp. 7.500,-/Makam
9. Papan Nomor makam ..................... Rp. 5.000,-/Makam
10. Penggalian / pembongkaran makam

atas permintaan keluarga............................. Rp. 50.000,~/Makam
11. Pemugaran Makam......................... . Rp. 75.000,-/Makam

C. Pemakaian Mobil Jenazah

Dalam Kota................................ RN PE E Rp.25.000,-/Jenazah
Luar.Kota Per Kilometer................. ... Rp. 2.500,-/Jenazah

(3) Besarnya tarif retribusi untuk pemakaman mayat dewasa dan anak — anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf A butir 1 dan 2, huruf B butir 1
dan 2 berlaku untuk ukuran luas 2 m x 1 m.,

(4) Dalam hal permchonan pemakaman melebihi ukuran luas sebagalmana di
maksud dalam ayat (3) untuk penambahan ukuran tersebut hanya dlberlkan

selinggi-tingginya 2,5 m x 1.6 m dan dikenakan retribusi la\mbahan
Rp. 12500 /m. - :

1

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN b

Pasal 9

Relribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB VIl
MASA RETRIBUS] DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG gl
St
Pasal 10 g+

Ma&a re*tribusi_iadalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
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ek 81 sett lala cara pengisian o penyampaian SPdORD
GG e asud dalant Ayat T h gitelagean oleh Bupati.

dengan jelas benar
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TATA CARA FPEMUNGU N
Pasal 13

Pemungutan Kenbusi tdak dapat diborongkan.

Pelaksanaan penungulan retribusi dipungul oleh Dinas yang ditunjuk dan
diseior ke Kas Dacrah.

Relribugi dipunout dengan manggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan tan SKRDKBT.

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14
Bupati dapat memberikan péengurangan, keringanan dan pembebésan

retribusi.
Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. _
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

oleh Bupati. ‘

BAB XII
SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 15

Dalam hal Waijib Relribusi tidak membayar tepal pada wakiunya atau kurang

yar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
iap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih

unakan STRD.




ari selelah tanggal surat Vi
b retribusi segera melunasi retr

)-i'-"sural. \te:gur‘an sebagaimana dimaksud dal

N am ayat (1) dikeluarkan -oleh
pejabat yang dilunjuk.’ ,

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17 ' |
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam|ayat (1)
tertangguh apabila : : O
a. diterbitkan surat teguran ; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik ‘Iandéﬁng
maupun tidak langsung.

BABXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

()" Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya ‘seﬁingga'
merugikan keuangan Daerah diancam Pidana ku

rungan paling lama
6 (bulan) atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiahy. ,

22) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam a

yat (1) adalah pelanggaran.
Denda sebagaimana dimaksud dalam ayal

(1) merupakan penerimaan
daerah dan disetor ke Kas Daerah. -
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again

ndang g acara Pidana yang berlaku.
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7wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan _atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebyt menjadi lebih lengkap dan jelas ; .

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan buyk;
sehubungan dengan tindak pidana dibid

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan
‘berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah :

e. melakukan  penggeladahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti

. pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut : !

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tu

dari orang pribadi atau badan
ang retribusi daerah ; .
dan dokumen - dokumen lain

gas penyidik
tindak pidana dibidang retribusi daerah ; ‘

g. menyuruh berhenti- dan / atau melara
ruangan atau tempat pada saat pemerik
memeriksa - identitas orang dan
sebagaimana dimaksud pada huruf e:

h. memotret Seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribus;i
daerah ;

L. memanggil orang untuk didengar keter
lersangka atau saksi:

J. menghentikan penyidikan:

K. melakukan lindakan lain yang perlu untuk kelancaran

Pidana- dibidang retribusi daerah menurut hukum y
jawab.

g seseorang meninggalkan
saan sedang berlangsung dan
/" atau dokumen yang dibawa

angannya dan diperiksa sebagai

peanRantmdak
ang bertanggung

Penyidik  schagaimana  dimaksud dalam ayat (1)

dimulainya penyidikan  dan penyampaian hasil
Penuntut umy

SEsuai deng

memberitahukan
penyidikannya kepada
melalui Penyidik Pejabal Polis Negara Republik Indonesia,
an ketenluan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum
ity herlaku,

Acara Pidang Y

 Dapandan denga

nvamsocanney



Pasal 21

P

Peraturan Daerah ini, s‘epar]j;ang
njut dengan Keputusan Bupati.

Hal - hal yang belum cukup diatyr dalam
mengénai pelaksanaannya akan diatur lebih Ia

Pasal 22

}

o Peraturan Dacrah ini mulai berlaky pada tanggal drndangkan.

j Agar selisp oring dapat mengetabivinya, memerintahkan pengundangan

caluran Daeran 1 dengan pencmpatannyys dalam  Lembaran Daerah

b abtipaten Bangga

Disabikin di Luwuk
Pada lunggal 22 Desember 2003
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Jundangkan di Luvek :

Pada langgal 24 Desember 2003
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IS DAERAH KABUPATEN




